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Abstrak

Ketidakpatuhan perpajakan dalam pengelolaan Dana Desa masih menjadi permasalahan yang kerap
ditemukan, khususnya dalam pemotongan, penyetoran, dan pelaporan pajak. Kondisi ini
mencerminkan rendahnya pemahaman perangkat desa terhadap regulasi perpajakan yang berlaku.
Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan perpajakan perangkat desa melalui
pendekatan ekspos hasil pengawasan oleh Inspektorat Kabupaten Bangkalan. Sasaran kegiatan
meliputi 3 (tiga) pemerintah desa di Kabupaten Bangkalan, yaitu Desa GLS-01, Desa KML-01, dan Desa
KWY-01 yang disamarkan demi mematuhi etika keberahasiaan data pengawasan publik dan dipilih
secara purposive sebagai wilayah pembinaan prioritas Irban II berdasarkan evaluasi LHE sebelumnya.
Pelaksanaan dilakukan melalui dua tahapan, yaitu identifikasi permasalahan melalui pemeriksaan
dokumen APBDes, SPJ], dan RAB, serta penyelenggaraan forum ekspos hasil pengawasan secara
interaktif. Hasil kegiatan berdasarkan pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan rerata
pemahaman peserta sebesar 42,5% (skor 45,0 menjadi 87,5) dengan tingkat kepuasan mencapai 92,0%.
Secara perilaku, Desa GLS-01 dan Desa KML-01 telah menyelesaikan seluruh kewajiban perpajakan dan
revisi SPJ] secara tuntas (100%), sedangkan Desa KWY-01 dalam tahap monitoring berkelanjutan.
Pendekatan ekspos hasil pengawasan terbukti efektif dalam meningkatkan akuntabilitas dan
kepatuhan perpajakan pemerintah desa.

Kata kunci: akuntabilitas; ekspos hasil pengawasan; inspektorat; pembinaan; perpajakan desa.

Abstract

Tax non-compliance in the management of Village Funds remains a common issue, particularly
regarding tax withholding, payment, and reporting. This situation reflects the village officials’ limited
understanding of applicable tax regulations. This activity aims to improve the understanding and tax
compliance of village officials through an approach that presents the results of oversight by the
Bangkalan Regency Inspectorate. The activity targeted 3 (three) village governments in Bangkalan
Regency, namely Village GLS-01, Village KML-01, and Village KWY-01, anonymized to comply with
audit data confidentiality ethics and selected purposively as priority guidance areas under Irban II
based on previous evaluation reports. The implementation was carried out in two stages: identifying
issues through the examination of APBDes documents, SPJs, and RABs, and conducting an interactive
forum to present the results of the oversight. . Based on pre-test and post-test measurements, results
showed a 42.5% increase in average participant understanding (score 45.0 to 87.5) with a satisfaction
rate of 92.0%. Behaviorally, Village GLS-01 and Village KML-01 fully settled all tax obligations and
revised SP] documents (100%), while Village KWY-01 entered an ongoing monitoring phase. The
approach of presenting audit findings proved effective in enhancing the accountability and tax
compliance of village governments.
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PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa
memperoleh kewenangan yang lebih besar dalam mengelola anggaran, termasuk dana desa yang terus
meningkat setiap tahunnya (Masithoh, 2024). Tren peningkatan ini terlihat secara nasional, di mana
alokasi dana desa pada tahun 2024 mencapai Rp71 triliun, hal ini menuntut adanya transparansi yang
tinggi. Besarnya anggaran tersebut menuntut perangkat desa untuk memiliki kemampuan administrasi
dan pemahaman yang baik, khususnya dalam pengelolaan perpajakan atas setiap transaksi keuangan
desa (Nuswantara et al., 2023). Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, di
mana setiap rupiah yang dikelola wajib dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintahan desa memiliki peran yang sangat strategis dalam proses penyelenggaraan
pelayanan publik serta pengelolaan keuangan desa yang harus dilaksanakan secara transparan dan
akuntabel (Masithoh, 2024). Namun dalam praktiknya, tidak seluruh perangkat desa memiliki
pemahaman yang memadai terhadap ketentuan perpajakan (Mayapada et al., 2026). Penelitian
terdahulu Fitriansyah & Nuryakin (2021) telah menggarisbawahi bahwa efektivitas tata kelola desa
sangat bergantung pada literasi keuangan aparaturnya. Sejalan dengan itu, Puspa & Furqon (2025)
mengonfirmasi bahwa rendahnya kepatuhan perpajakan desa berakar dari kurangnya pemahaman
regulasi, yang pada akhirnya menimbulkan kesalahan dalam perhitungan, pemotongan, penyetoran,
dan pelaporan pajak. Kondisi ini berpotensi menimbulkan risiko administratif sekaligus kerugian
negara (Mayapada et al., 2026).

Kabupaten Bangkalan terdiri dari 273 desa yang tersebar di 18 kecamatan, menghadapi
permasalahan yang sama. Berdasarkan hasil pengawasan Inspektorat Kabupaten Bangkalan,
permasalahan administratif perpajakan secara konsisten masuk dalam daftar temuan berulang setiap
tahun anggaran. Kesalahan yang dominan meliputi ketidaktepatan tarif PPh Pasal 21/22/23,
keterlambatan penyetoran, serta kelalaian pelaporan PPN atas penggunaan Dana Desa. Kondisi ini
diperparah oleh jarak geografis sejumlah desa dari pusat pemerintahan yang menghambat akses
edukasi perpajakan secara merata.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP, Inspektorat Kabupaten
Bangkalan berperan sebagai aparat pengawas internal yang memberikan keyakinan memadai atas
ketaatan terhadap regulasi. Adelia et al. (2025) memperkuat hal ini dengan menyatakan bahwa
mekanisme pembinaan dan pengawasan dana desa yang ideal oleh Inspektorat daerah mensyaratkan
pendekatan yang terstruktur dan berbasis temuan lapangan. Kusrini et al. (2021) menyebutkan bahwa
kesenjangan pengetahuan perpajakan menciptakan hambatan nyata dalam mewujudkan tata kelola
keuangan yang sesuai standar akuntansi pemerintahan. Oleh karena itu, fungsi Inspektorat tidak
sekadar mendeteksi penyimpangan, tetapi juga berperan sebagai mitra konsultasi yang
mengidentifikasi akar penyebab kesalahan administratif di tingkat desa (Nugroho et al., 2025). Hal ini
sejalan dengan temuan Herlina et al. (2025) yang menegaskan bahwa peran APIP daerah dalam
pembinaan dan pengawasan dana desa terbukti berkontribusi signifikan terhadap perbaikan tata kelola
keuangan desa. Pendekatan yang digunakan adalah ekspos hasil pengawasan yang bersifat selektif dan
berbasis temuan. Metode ini berbeda dengan pendampingan konvensional yang bersifat generalis.
Perangkat desa dikonfrontasi langsung dengan data riil hasil audit, sehingga pembelajaran terjadi
melalui refleksi atas kesalahan nyata yang kemudian dikoreksi dengan penjelasan regulasi yang tepat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan
kepatuhan perpajakan perangkat desa melalui forum ekspos hasil pengawasan sebagai sarana edukasi
dan pembinaan. Pendekatan interaktif yang diterapkan memungkinkan dialog dua arah antara
Inspektorat dan perangkat desa, sehingga substansi perbaikan yang diberikan lebih tepat sasaran
(Sarinah et al, 2025). Secara teoritis, kegiatan ini berkontribusi pada pengembangan konsep
pengawasan internal yang bersifat pembinaan (consulting activity) (Sumanti, 2020). Secara praktis, hasil
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kegiatan diharapkan mendukung Pemerintah Kabupaten Bangkalan dalam mewujudkan tata kelola
administrasi desa yang akuntabel dan patuh hukum.

METODE

Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan pada bulan Januari hingga Mei 2026 di Kantor Inspektorat
Kabupaten Bangkalan dan lokasi desa sasaran di wilayah Kabupaten Bangkalan. Subjek pengabdian
ditetapkan secara selektif (purposive) pada 3 (tiga) pemerintah desa yang masuk pada 3 (tiga)
pemerintah desa di wilayah Kabupaten Bangkalan, yang disamarkan menggunakan kode anonim
entitas sebagai Desa GLS-01, Desa KML-01, dan Desa KWY-01 guna mematuhi etika kerahasiaan data
pengawasan publik dan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Inspektorat. Pemilihan ketiga desa ini
didasarkan pada dua pertimbangan utama:

1. Ketiga desa berada di bawah wilayah pembinaan dan pengawasan langsung Inspektur Pembantu
(Irban) II Inspektorat Kabupaten Bangkalan.

2. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tahun anggaran sebelumnya, ketiga desa ini
memerlukan pembinaan terkait perbaikan admisitrasi SP] serta penyelesaian rekonsiliasi
pemotongan dan penyetoran pajak Dana Desa (PPh dan PPN).

Peserta utama kegiatan meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, serta Tim
Auditor Irban II Inspektorat Kabupaten Bangkalan.

1. Diagnosis Permasalahan 2. Ekspos Interaktif 3. Evaluasi & Tindak Lanjut

« Evaluasi APBDes, SPJ. & RAB - Penilaian ketertiban awal (Pre-test) * Analisis peningkatan ketertiban
= Verifikasi fisik & audit lapangan — « Forum ekspos & konfrontasi LHE — * Verifikasi revisi dokumen SPJ
« ldentifikasi temuan kesalahan pajak » Pandampingan BKU & revisi SPJ « Kenfirmasi setoran pajak (NTPN)

+ Evaluasi hasil perbaikan (Post-test)

Gambar 1. Diagram alur tahapan pelaksanaan pembinaan perpajakn desa
Pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi tiga tahapan utama (Gambar 1):

Tahap Identifikasi dan Diagnosis Permasalahan

Tim pengawas melakukan penelaahan mendalam terhadap dokumen APBDes, Surat
Pertanggungjawaban (SPJ), dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sebagai acuan normatif utama. Guna
memastikan validitas administratif, dilakukan audit lapangan (field audit) secara langsung ke lokasi
penyerapan anggaran untuk memverifikasi ketepatan belanja serta mengidentifikasi tipologi kesalahan
perpajakan secara riil.

Tahap Intervensi melalui Ekspos Hasil Pengawasan

Hasil temuan disampaikan melalui forum formal tatap muka yang interaktif di Kantor
Inspektorat Kabupaten Bangkalan. Evaluasi pemahaman diawali dengan penilaian tingkat ketertiban
dokumen SPJ/BKU awal (pre-test praktis). Selanjutnya diberikan pembinaan dan konfrontasi data
temuan, lalu diakhiri dengan evaluasi ketepatan perbaikan SP] (post-test praktis) serta
penandatanganan lembar komitmen tindak lanjut.

Tahap Evaluasi dan Monitoring

Keberhasilan kegiatan diukur melalui dua indikator utama menggunakan metode observasi
langsung dan dialog selama forum berlangsung. Pertama, perubahan sikap kognitif yang dilihat dari
keaktifan dan kualitas dialog perangkat desa. Kedua, perubahan sikap perilaku yang dilihat dari
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tindakan nyata berupa revisi dokumen SPJ dan penyetoran kekurangan pajak ke kas negara sesuai
rekomendasi Inspektorat Kabupaten Bangkalan. Mengingat batasan waktu pelaksanaan pengabdian
selama 5 bulan, indikator keberhasilan akhir diukur secara penuh pada 2 (dua) desa sasaran, sedangkan
1 (satu) desa sasaran dikawal melalui mekanisme monitoring berkelanjutan oleh Irban II Inspektorat
Kabupaten Bangkalan. Keberhasilan kegiatan diukur berdasarkan 2 (dua) indikator utama dengan
teknik analisis data sebagai berikut:
1. Indikator Aspek Kognitif & Ketertiban Administrasi: Diukur dari persentase ketepatan
penghitungan tarif dan ketaatan dokumen SPJ/BKU sebelum intervensi (kondisi awal/pre-test)
dan sesudah intervensi ekspos (kondisi akhir/post-test). Data dianalisis secara deskriptif

kuantitatif menggunakan rumus persentase peningkatan ketertiban:

) ) Skor Kondisi Akhir — Skor Kondisi Awal
Peningkatan Ketertiban (%) = Skor Kondisi Awal x100% - (1)

2. Indikator Aspek Perilaku (Tindak Lanjut Nyata): Diukur secara kualitatif deskriptif
(triangulasi dokumen dan observasi) melalui penandatanganan komitmen, penyelesaian

revisi dokumen SPJ, serta verifikasi pelunasan setoran pajak ke kas negara (e-Billing/NTPN)
sesuai rekomendasi LHP Inspektorat. Mengingat batasan waktu pengabdian selama 5 bulan,
indikator perilaku diukur secara tuntas pada 2 (dua) desa sasaran (Desa GLS-01 dan Desa
KML-01), sedangkan 1 (satu) desa sasaran (Desa KWY-01) dikawal melalui skema monitoring
berkelanjutan oleh Irban II Inspektorat Kabupaten Bangkalan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Kegiatan

Tahap awal kegiatan pengabdian diawali dengan menjadikan APBDes sebagai parameter utama
peruntukan anggaran. Evaluasi dilanjutkan dengan memeriksa dokumen SPJ untuk memastikan
kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, mencakup PPh Pasal 21, 22, 23 dan PPN. Proses pemeriksaan
dilakukan secara menyeluruh dengan menerjunkan tim langsung ke lapangan menggunakan
instrumen RAB sebagai acuan fisik untuk menguji komponen pajak belanja.

"

Gambar 2. Pendampingan Lapangan dan Verifikasi Fisik Belanja Bersama Peserta Perangkat Desa.

Proses ini dimulai dengan mencocokkan perencanaan alokasi pajak di APBDes dengan bukti
pertanggungjawaban di dalam SPJ, kemudian diuji di lokasi proyek berdasarkan rincian biaya
perpajakan yang tertera di RAB. Melalui pemeriksaan langsung ini, tim melakukan verifikasi akurasi
pemotongan dan pemungutan pajak yang dilakukan oleh bendahara desa secara riil.

Gambaran mengenai proses teknis analisis data yang berlandaskan hasil temuan lapangan
disajikan melalui sampel kasus di salah satu desa pada Gambar 3. Dokumen berupa kertas kerja
pemeriksaan (audit working papers) ini berfungsi sebagai lembar rekonsiliasi kas untuk membandingkan
antara realisasi fisik anggaran dengan bukti pemotongan pajak pada dokumen transaksi. Melalui
visualisasi kertas kerja pada desa sampel ini, dapat dipetakan rincian kesalahan hitung bendahara desa
yang mencakup pelacakan saldo pajak terutang, deteksi selisih Buku Kas Umum (BKU) terkait setoran
pajak, hingga identifikasi bukti setor pajak yang tidak ditemukan saat pengujian kesesuaian dokumen
belanja di lapangan. Visualisasi pada desa sampel ini digunakan untuk memetakan tipologi kesalahan
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hitung bendahara yang juga ditemukan pada desa sasaran lainnya, bukan akumulasi total nilai temuan
dari seluruh objek pengabdian.

TOTAL PAJAK 26.443.072 Realisasl DD 703.998.000

yang sdh dibayar 20.998.091 20.200.000
5.444.981

SILPA REKENING 17.593.035,17 TOTAL+SILPA DD 698.798.000

SILPA DI BKU 17.698.935,34 SP) YG TIDAK KETEMU 5.200.000

SELISIH - 105.900,17

PAJAK YG SHRSNYA TDK 601.730 KEKURANGAN PAJAK 4.843.251

DIPOTONG

Gambar 3. Sampel Kertas Kerja Pemeriksaan (KKP) Rekonsiliasi Pajak

Setelah seluruh data teknis perpajakan selesai dihitung pada tiap-tiap wilayah pembinaan
lapangan, tim auditor merumuskan kondisi ketidakpatuhan tersebut ke dalam laporan resmi secara
naratif. Sebagai bentuk ilustrasi output laporan pada desa sampel lainnya, Gambar 4 menyajikan
potongan dokumen Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Laporan tersebut menegaskan jenis pajak yang
belum dipungut dan disetorkan ke kas negara dalam jumlah material dari hasil cross-check lapangan.
Uraian kondisi objektif dari berbagai variasi sampel dokumen inilah yang menjadi dasar formal bagi
Inspektorat untuk menegaskan adanya kewajiban perpajakan yang terabaikan, sekaligus menjadi acuan
utama saat forum pembinaan dilakukan.

2. Belum Mematuhi Ketentuan Pemungutan Pajak Atas Belanja
Kondisi :
Berdasarkan hasil evaluasi terhadap SPJ Dana Desa terdapat Pajak PPN,
PPh 23, PPh 22 dan PPh 21 yvang belum dipungut dan disetorkan ke kas
Negara. Adapun Pajak yang belum dipungut dan di setor sebesar Rp.
17.683.950,00. (1.03.05)

Gambar 4. Sampel Potongan Laporan Hasil Evaluasi (LHE)

Seluruh hasil temuan lapangan dituangkan secara sistematis ke dalam Kertas Kerja Evaluasi
(KKE) oleh masing-masing tim. KKE berfungsi sebagai basis data yang mencatat seluruh titik kelalaian
administratif bendahara desa. Hasil KKE seluruh tim kemudian dituangkan ke dalam dokumen Pokok-
Pokok Hasil Pemeriksaan (P2HP).

Dokumen P2HP selanjutnya diajukan kepada Pengendali Teknis dan Inspektur Pembantu
Wilayah (Irban) II untuk dilakukan reviu dan evaluasi kualitas. Setelah mendapat persetujuan, seluruh
data temuan dialihkan ke dalam forum evaluasi formal melalui pemanggilan resmi perangkat desa ke
Kantor Inspektorat Kabupaten Bangkalan. Forum ekspos ini berfungsi sebagai ruang konfirmasi dan
pembinaan resmi, di mana perangkat desa diberikan klarifikasi langsung atas temuan evaluasi.
Pelaksanaan diskusi interaktif dua arah dan pemaparan materi klarifikasi temuan pajak oleh tim
Inspektorat kepada perangkat desa dalam forum formal di Kantor Inspektorat tersebut disajikan pada
Gambar 5.
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Gambar 5. Pemaparan Materi dan diskusi Interaktif Forum Ekpos Hasil Pengawasan
Inspektorat.

Apabila pemerintah desa tidak dapat memberikan bukti sanggahan yang memadai, temuan
secara sah diangkat ke dalam dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP). Pasca penerbitan LHP,
mekanisme beralih pada tahap Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP), di mana seluruh rekomendasi
perbaikan bersifat mengikat. Inspektorat melakukan pemanggilan resmi terhadap perangkat desa yang
belum melunasi kewajiban perpajakannya untuk segera merampungkan penyetoran pajak yang
tertunda. Pelaksanaan pendampingan penyelesaian revisi SPJ] dan verifikasi setoran pajak desa ini
disajikan pada Gambar 6.

il

Gambar 6. Pendampingan Tindak Lanjut Revisi SP] dan Verifikasi Setoran Pajak Desa.

Hasil Evaluasi Program

Berdasarkan pelaksanaan kegiatan pembinaan, tingkat keberhasilan program diukur melalui
evaluasi indikator ketertiban administrasi SPJ sebelum dan sesudah intervensi serta tingkat penerimaan
layanan pembinaan. Rekapitulasi hasil evaluasi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Evaluasi Pemahaman dan Status Kepatuhan Pajak Desa

Desa Sasaran  Pre-Test (%)  Post-Test (%)  Peningkatan Respon / Status SPJ &
Kepuasan (%) Pajak
Desa GLS-01 45,0% 88,5% +43,5% 94% Tuntas 100%
Desa KML-01  42,5% 86,0% 43,5% 91,5% Tuntas 100%
Desa KWY-01 47,5% 88,0% 40,5% 90,5% Proses
Monitoring
Rata-Rata 45,0% 87,5% 42,5% 92,0% 2 Tuntan, 1 Proses

Keterangan: Status Tuntas 100% berarti kekurangan PPh/PPN telah disetor ke kas negara (NTPN) dan dokumen
SPJ direvisi lengkap dengan nota/meterai, sedangkan Proses Monitoring berada dalam pengawalan internal Irban

II Inspektorat.

Berdasarkan Tabel 1, hasil evaluasi kuantitatif menunjukkan peningkatan pemahaman dan
ketertiban administrasi perpajakan yang signifikan pada seluruh perangkat desa sasaran. Hasil
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pengujian kondisi awal (pre-test) sebelum pembinaan mencatat rerata skor pemahaman dan ketaatan
dokumen SP]/BKU sebesar 45,0% (kategori kurang), yang terdiri dari Desa GLS-01 sebesar 45,0%, Desa
KML-01 sebesar 42,5%, dan Desa KWY-01 sebesar 47,5%. Setelah diberikan intervensi pembinaan
melalui forum ekspos interaktif, hasil pengujian kondisi akhir (post-test) meningkat signifikan menjadi
rerata 87,5% (kategori baik), dengan capaian skor pada Desa GLS-01 sebesar 88,5%, Desa KML-01
sebesar 86,0%, dan Desa KWY-01 sebesar 88,0%. Dengan demikian, kegiatan pembinaan ini
menghasilkan persentase peningkatan pemahaman dan kerapian administrasi sebesar +42,5% secara
rata-rata.

Peningkatan kognitif ini juga diimbangi dengan respon penerimaan yang sangat positif, di mana
tingkat kepuasan peserta terhadap pelaksanaan pembinaan mencapai rerata 92,0% (kategori Sangat
Memuaskan). Secara dampak perilaku, 2 desa sasaran (Desa GLS-01 dan Desa KML-01) telah berhasil
tuntas 100% merevisi SP] dan menyetorkan seluruh pajak terutang ke kas negara yang tervalidasi
dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN), sedangkan 1 desa sasaran (Desa KWY-01)
berada dalam tahap pengawalan monitoring berkelanjutan oleh tim Irban II Inspektorat.

Pembahasan

Berdasarkan kompilasi hasil pengawasan, ditemukan tiga tipologi kelalaian perpajakan yang
dominan:

e Ketidakpatuhan Pemotongan dan Penyetoran Pajak Belanja: Ditemukan kekurangan penyetoran
kewajiban pajak ke kas negara akibat dana yang telah dipotong masih tertahan di bendahara desa
dalam jumlah material. Fenomena ini mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan pajak
sebagaimana dijelaskan dalam teori kepatuhan pajak bahwa wajib pajak cenderung tidak patuh
ketika pemahaman regulasi dan pengawasan masih lemah (Arifin et al., 2023).

e Kelemahan Bukti Dukung Perpajakan pada SPJ: Ditemukan realisasi belanja yang dokumen SPJ-
nya dinilai kurang sah secara administrasi perpajakan karena tidak dilengkapi nota, kuitansi, atau
faktur perpajakan yang valid. Akibatnya, keabsahan pemungutan pajak atas transaksi tersebut
tidak dapat diakui sebelum dilakukan pelengkapan dokumen pendukung.

e Kelalaian Pemenuhan Bea Meterai: Masih ditemukan dokumen pengeluaran belanja yang
melampaui batas nominal regulasi namun belum dilengkapi meterai sesuai ketentuan Undang-
Undang Bea Meterai, sehingga dokumen pertanggungjawaban dinilai tidak tertib secara
administrasi.

Hasil ini membuktikan bahwa pendekatan ekspos hasil pengawasan bersifat solutif dan tepat
sasaran. Berbeda dengan sosialisasi regulasi yang bersifat teoritis dan generalis, perangkat desa lebih
cepat memahami kekeliruan perpajakan ketika dihadapkan langsung pada dokumen riil milik mereka
sendiri dalam suasana pembinaan yang dialogis (Puspa & Furqon, 2025). Perubahan sikap kognitif
peserta sejalan dengan teori experiential learning yang menyatakan bahwa pemahaman lebih cepat
terbentuk ketika peserta dihadapkan langsung pada kasus nyata yang relevan dengan kondisi mereka
(Kumari, 2024).

Dampak Terhadap Mitra

Dampak langsung kegiatan pengabdian ini tercermin dari perubahan perilaku akuntabilitas
perangkat desa dalam mematuhi regulasi perpajakan. Pada Desa GLS-01 dan Desa KML-01, dampak
nyata ditunjukkan melalui penyelesaian revisi dokumen SPJ dan penyetoran kekurangan pajak ke kas
negara menggunakan kode e-Billing sesuai rekomendasi LHP. Hal ini mencerminkan tumbuhnya
akuntabilitas birokrasi desa dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan secara mandiri dan
bertanggung jawab. Fadila & Pravitasari (2025) menyatakan bahwa penerapan sistem keuangan desa
yang tertib secara administratif merupakan prasyarat utama terwujudnya transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan dana desa. Selaras dengan teori akuntansi publik bahwa akuntabilitas publik
mensyaratkan setiap entitas pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya
secara transparan kepada pemangku kepentingan (Ridwan et al., 2025).
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Kendala, Luaran, dan Keberlanjutan Program

Kendala yang dihadapi selama kegiatan meliputi terbatasnya alokasi waktu forum formal di
kantor Inspektorat serta adanya kendala administratif pencairan kas desa pada Desa KWY-01, sehingga
proses pelunasan pajaknya membutuhkan pengawalan monitoring berkelanjutan oleh tim Irban IIL

Luaran yang dihasilkan dari kegiatan pengabdian ini meliputi peningkatan pemahaman dan
ketertiban administrasi perpajakan perangkat desa sebesar 42,5%, serta terselesaikannya revisi
dokumen SPJ dan pelunasan setoran pajak terutang (PPh dan PPN) ke kas negara oleh pemerintah desa
sasaran yang terbukti dengan bukti setor berupa Nota Penerimaan Negara (NTPN). Sebagai bentuk
keberlanjutan program, Inspektorat Kabupaten Bangkalan melalui Irban II berkomitmen menjadikan
model ekspos interaktif ini sebagai metode pembinaan rutin dalam setiap kegiatan pengawasan
keuangan desa.

SIMPULAN DAN SARAN

Ketidakpatuhan perpajakan desa umumnya berakar dari rendahnya pemahaman teknis
penghitungan PPh dan PPN pada dokumen SP] dan BKU (Masalah Utama). Sebagai solusinya,
penerapan model ekspos interaktif hasil pengawasan berbasis pembinaan (consulting activity) oleh
Inspektorat Kabupaten Bangkalan terbukti efektif mengedukasi perangkat desa (Solusi). Kegiatan ini
berhasil meningkatkan indikator pemahaman dan ketertiban administrasi sebesar 42,5% (skor 45,0%
menjadi 87,5%) serta mendorong pelunasan setoran pajak terutang ke kas negara dengan bukti NTPN
(Capaian). Model pembinaan ini bermanfaat dalam mewujudkan akuntabilitas tata kelola keuangan
desa yang patuh hukum, sehingga disarankan untuk dijadikan agenda pengawasan rutin tahunan di
Kabupaten Bangkalan (Kebermanfaatan).
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